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Abstract 
The objective of this study is to examine the effect of accountability and transparency on the financial 
performance of the Manado City Government. This research employs a quantitative approach, 
utilizing primary data collected through questionnaires distributed to regional apparatuses with 
budget implementation documents (DPA) of the Regional Budget (APBD) in the Manado City 
Government. The analysis used in this study involves inferential statistical analysis using Smart 
Partial Least Square (PLS). Based on the analysis results, it can be concluded that accountability has a 
positive partial effect on the financial performance of the Manado City Government, meaning that 
the higher the accountability variable, the better the financial performance. Similarly, transparency 
has a positive effect on financial performance, indicating that the higher the transparency variable, 
the better the financial performance of the Manado City Government. Accountability and 
transparency, collectively (simultaneously), have a positive and significant effect on the financial 
performance of the Manado City Government. 
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Abstrak 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh akuntabilitas dan transparansi terhadap 
kinerja keuangan Pemerintah Kota Manado. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dan 
menggunakan data primer melalui penyebaran kuesioner kepada perangkat daerah yang memiliki 
dokumen penyelenggaraan anggaran (DPA) APBD yang ada di Pemerintah Kota Manado. Analisis 
yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan analisis statistik inferensial menggunakan Smart 
Partial Least Square (PLS). Berdasarkan hasil analisis maka dapat diambil suatu kesimpulan bahwa 
akuntabilitas mempunyai pengaruh yang positif secara parsial terhadap kinerja keuangan 
pemerintah Kota Manado artinya semakin tinggi variabel akuntabilitas, maka semakin tinggi juga 
kinerja keuangan. Demikian pula dengan transparansi yang mempunyai pengaruh positif terhadap 
kinerja keuangan artinya semakin tinggi variabel transparansi, maka semakin tinggi juga kinerja 
keuangan pemerintah Kota Manado. Akuntabilitas dan transparansi secara bersama-sama (simultan) 
berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah Kota Manado. 
Kata kunci: Akuntabilitas, Transparansi Dan Kinerja Keuangan 
 

 

PENDAHULUAN 

Otonomi daerah memberikan kewenangan yang luas kepada pemerintah daerah 

untuk mengelola sumber daya keuangan secara mandiri sesuai dengan kebutuhan dan 

prioritas daerah. Dalam pelaksanaannya, kinerja keuangan daerah menjadi indikator penting 

yang mencerminkan keberhasilan pengelolaan anggaran serta tanggung jawab pemerintah 

terhadap masyarakat. Meski demikian, kinerja keuangan yang baik membutuhkan 
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penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas untuk memastikan kepercayaan publik dan 

keberlanjutan pembangunan (Brás & Dowley, 2021; Paranata, 2021; Zhang et al., 2023). 

Pemerintah Kota Manado telah meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) 

selama tiga tahun berturut-turut. Namun, beberapa kasus korupsi tetap terungkap, seperti 

penyimpangan dalam pengelolaan aset PDAM, pengadaan ikan kaleng, dan pengadaan 

mobil laboratorium PCR. Kasus-kasus ini menunjukkan bahwa pencapaian opini WTP tidak 

sepenuhnya mencerminkan pengelolaan keuangan yang bebas dari korupsi atau efisien. 

Akuntabilitas melibatkan mekanisme pertanggungjawaban yang jelas dalam 

pelaporan dan pengelolaan keuangan, sedangkan transparansi memastikan akses 

masyarakat terhadap informasi keuangan pemerintah. Kedua prinsip ini tidak hanya 

meningkatkan kepercayaan publik tetapi juga mengurangi peluang penyimpangan dalam 

pengelolaan anggaran (De Simone et al., 2019; Garcia-Lacalle & Torres, 2021). 

Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa akuntabilitas dan transparansi memiliki 

pengaruh yang signifikan terhadap kinerja keuangan daerah. Namun, hasil ini tidak 

sepenuhnya konsisten. Beberapa penelitian menemukan hubungan positif antara 

akuntabilitas, transparansi, dan kinerja keuangan, sementara penelitian lainnya tidak 

menunjukkan pengaruh signifikan, mengindikasikan adanya variabel lain yang mungkin 

memengaruhi kinerja (Nasirwan et al., 2024; Tang et al., 2024). 

Opini audit yang diberikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menjadi salah satu 

alat untuk menilai kewajaran laporan keuangan pemerintah daerah. Meski opini WTP sering 

dianggap sebagai pencapaian, laporan audit sering kali mengungkap permasalahan 

pengelolaan keuangan yang dapat menjadi dasar investigasi lebih lanjut. Oleh karena itu, 

opini audit lebih merupakan indikator awal, bukan jaminan kualitas kinerja keuangan secara 

keseluruhan (Krah & Mertens, 2020; Pangkey, 2021). 

Pemerintah daerah dapat dilihat sebagai pengelola yang dipercaya untuk bertindak 

demi kepentingan masyarakat. Berdasarkan teori steward, pengelola keuangan diharapkan 

mampu menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan mengutamakan akuntabilitas 

dan transparansi. Prinsip-prinsip ini penting untuk memastikan pengelolaan keuangan yang 

efektif dan mendukung keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah (Cifuentes-Faura et al., 

2024; Kang & Chen, 2022). 
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Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi kinerja 

keuangan di Pemerintah Kota Manado, dengan fokus pada akuntabilitas dan transparansi. 

Penelitian ini mereplikasi studi terdahulu, namun dilakukan di lokasi berbeda untuk 

mendapatkan perspektif baru terkait implementasi prinsip tata kelola keuangan di daerah. 

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan wawasan baru mengenai pengaruh 

akuntabilitas dan transparansi terhadap kinerja keuangan daerah. Temuan penelitian ini 

juga dapat menjadi dasar untuk meningkatkan kebijakan pengelolaan keuangan yang lebih 

baik, mencegah penyimpangan, dan memperkuat tata kelola keuangan yang berpihak pada 

kepentingan masyarakat luas. 

 

RUMUSAN MASALAH 

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :  

1. Apakah akuntabilitas berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah Kota 

Manado? 

2. Apakah transparansi berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah Kota 

Manado? 

3. Apakah akuntabilitas dan transparansi berpengaruh terhadap kinerja keuangan 

pemerintah Kota Manado? 

 

TUJUAN PENELITIAN 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui: 

1. Pengaruh akuntabilitas terhadap kinerja keuangan pemerintah Kota Manado 

2. Pengaruh transparansi terhadap kinerja  keuangan pemerintah Kota Manado 

3. Pengaruh akuntabilitas dan transparansi terhadap kinerja keuangan pemerintah Kota 

Manado 

 

Definsi Konsep Variabel 

1. Kinerja Keuangan 

Kinerja keuangan daerah merupakan pencapaian atau prestasi yang dihasilkan dari 

pengelolaan sumber daya keuangan dan kekayaan daerah untuk mewujudkan tujuan 
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dan rencana yang telah ditetapkan. Kinerja ini mencerminkan tingkat keberhasilan 

atau kegagalan pemerintah daerah dalam menjalankan visi, misi, dan strategi untuk 

mencapai kesejahteraan masyarakat (Budding et al., 2022; Prasetyo et al., 2022; 

Santis, 2020). Dalam era otonomi daerah, kinerja keuangan sering digunakan sebagai 

indikator kemampuan daerah dalam membiayai aktivitas pembangunan melalui 

pengelolaan sumber daya asli daerah secara efektif dan efisien. Penilaian kinerja 

keuangan daerah dilakukan melalui pengukuran berbasis rasio keuangan yang 

mencakup penerimaan, belanja, serta pengelolaan anggaran sesuai kebijakan dan 

peraturan yang berlaku. Kinerja ini tidak hanya menunjukkan hasil akhir dari 

manajemen keuangan tetapi juga menggambarkan kemampuan daerah dalam 

mendukung pelaksanaan otonomi daerah. Pengelolaan yang baik menunjukkan 

keberhasilan dalam mencapai tujuan pembangunan, sementara pengelolaan yang 

buruk dapat menjadi indikator adanya hambatan dalam mewujudkan visi dan misi 

pemerintah daerah (Bisogno et al., 2019; Iacuzzi, 2022; Wang et al., 2021). 

2. Akuntabilitas 

Akuntabilitas adalah tanggung jawab untuk mengelola, melaporkan, dan 

mengungkapkan setiap aktivitas terkait sumber daya atau kebijakan yang 

dipercayakan kepada individu atau organisasi. Prinsip ini mencakup kewajiban 

memberikan informasi yang transparan dan jujur kepada pihak yang berhak 

mengetahui, seperti masyarakat atau pemangku kepentingan. Akuntabilitas tidak 

hanya berfokus pada pengelolaan sumber daya, tetapi juga pada pelaksanaan 

kebijakan secara efektif untuk mencapai tujuan organisasi. Dalam konteks 

pemerintahan, akuntabilitas menjadi elemen penting dalam tata kelola yang baik 

(good governance) melalui perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban 

yang partisipatif. Di Indonesia, akuntabilitas menjadi isu penting setelah era 

reformasi sebagai respons terhadap lemahnya penerapan prinsip ini selama masa 

orde baru. Tuntutan masyarakat akan pemerintahan yang lebih transparan dan 

bertanggung jawab memicu perbaikan dalam birokrasi, terutama dalam pengelolaan 

APBD. Akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah diperlukan untuk 

menjamin efisiensi dan efektivitas serta mencegah penyimpangan. Dengan 
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penerapan akuntabilitas yang baik, pemerintah dapat meningkatkan kepercayaan 

publik dan memastikan pengelolaan keuangan yang sesuai dengan hukum dan 

norma yang berlaku (Dang & Owens, 2020; Ferry & Midgley, 2024; Garcia-Lacalle & 

Torres, 2021). 

3. Transparansi 

Transparansi adalah prinsip dalam tata kelola yang baik (good governance) yang 

menjamin akses masyarakat terhadap informasi yang berkaitan dengan kebijakan, 

proses, pelaksanaan, dan hasil dari kegiatan pemerintah. Transparansi 

memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan memantau kinerja pemerintah 

secara terbuka, termasuk dalam pengelolaan keuangan publik. Dalam konteks 

penyelenggaraan pemerintahan daerah, transparansi menciptakan hubungan 

akuntabilitas horizontal antara pemerintah dan masyarakat, sehingga mendorong 

terciptanya pemerintahan yang bersih, efektif, efisien, dan responsif terhadap 

aspirasi publik. Transparansi juga menjadi elemen penting dalam pelaporan 

keuangan yang memenuhi standar akuntabilitas, dengan menyediakan dokumen 

yang mudah diakses dan melibatkan masyarakat dalam proses pengawasan (Bisogno 

& Cuadrado-Ballesteros, 2022; Schleifer et al., 2019). 

 

Hipotesis Penelitian 

1. Diduga Akuntabilitas Berpengaruh Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kota 

Manado 

2. Diduga Transparansi Berpengaruh Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kota 

Manado 

3. Diduga Akuntabilitas dan Transparansi Berpengaruh Terhadap Kinerja Keuangan 

Pemerintah Kota Manado. 

 

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif untuk mendapatkan data yang 

objektif, valid, dan reliabel, dengan tujuan menemukan, membuktikan, dan 
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mengembangkan pengetahuan terkait pengaruh akuntabilitas dan transparansi terhadap 

kinerja keuangan pemerintah daerah. Data yang digunakan adalah data primer yang 

diperoleh melalui penyebaran kuesioner kepada pegawai di perangkat daerah Pemerintah 

Kota Manado yang terlibat dalam pengelolaan keuangan (Bisogno & Cuadrado-Ballesteros, 

2022; Garcia-Lacalle & Torres, 2021). 

Penelitian dilakukan di Kantor Pemerintah Kota Manado selama dua bulan, mulai 

Oktober hingga November 2024. Pemilihan lokasi dan waktu ini memungkinkan peneliti 

mendapatkan informasi yang relevan dan terkini terkait kinerja keuangan daerah. 

Populasi penelitian mencakup pegawai yang terlibat dalam pengelolaan keuangan di 

perangkat daerah, meliputi Kuasa Pengguna Anggaran dan Pejabat Penatausahaan 

Keuangan, dengan total populasi sebanyak 108 orang. Teknik pengambilan sampel yang 

digunakan adalah sampel jenuh, melibatkan seluruh populasi sebagai sampel penelitian, dan 

akhirnya ditentukan sebanyak 85 responden. 

Penelitian ini mengkaji dua variabel independen, yaitu akuntabilitas dan 

transparansi, serta satu variabel dependen, yaitu kinerja keuangan pemerintah daerah. 

Akuntabilitas mencakup tanggung jawab atas pengelolaan sumber daya dan kebijakan, 

sedangkan transparansi melibatkan keterbukaan informasi dan aksesibilitas publik. Kinerja 

keuangan diukur berdasarkan masukan, proses, keluaran, hasil, dan manfaat dari aktivitas 

keuangan pemerintah. 

Data dikumpulkan melalui penelitian kepustakaan dan lapangan. Penelitian 

kepustakaan dilakukan dengan mengkaji teori yang relevan dari buku dan jurnal ilmiah. 

Penelitian lapangan melibatkan penyebaran kuesioner kepada responden untuk 

memperoleh data primer. Pendekatan ini memastikan bahwa data yang diperoleh valid dan 

relevan untuk mendukung analisis. 

Instrumen penelitian diuji validitasnya menggunakan uji konvergen dan diskriminan 

dengan nilai outer loading dan AVE di atas 0,7, menunjukkan bahwa indikator variabel telah 

memenuhi kriteria validitas. Uji reliabilitas dilakukan menggunakan Cronbach's Alpha dan 

Composite Reliability, dengan nilai di atas 0,6, memastikan bahwa instrumen penelitian 

memiliki konsistensi yang baik (Bahasoan et al., 2021; De Simone et al., 2019; Urdaneta et 

al., 2021). 



Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance 
p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 
Vol.4 No.3 September - Desember 2024 

 

Doi: 10.53363/bureau.v4i3.475   3021 

 

 
 

Analisis data dilakukan melalui uji asumsi klasik yang meliputi uji normalitas, 

multikolinearitas, dan heteroskedastisitas. Uji ini memastikan bahwa data memenuhi 

kriteria statistik untuk analisis regresi. Analisis regresi linier berganda digunakan untuk 

mengetahui hubungan antara variabel independen (akuntabilitas dan transparansi) dan 

variabel dependen (kinerja keuangan) (Alter, 2020; Mazrouaa et al., 2019). 

Model regresi linier berganda digunakan untuk mengevaluasi pengaruh akuntabilitas 

dan transparansi terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Pengujian hipotesis 

dilakukan secara parsial dengan uji t dan secara simultan dengan uji F. Koefisien regresi yang 

signifikan menunjukkan adanya pengaruh positif dan signifikan dari variabel independen 

terhadap variabel dependen (Acemoglu et al., 2020; Bisogno & Cuadrado-Ballesteros, 2022). 

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan wawasan mendalam tentang pentingnya 

akuntabilitas dan transparansi dalam meningkatkan kinerja keuangan pemerintah daerah. 

Temuan penelitian dapat digunakan sebagai dasar untuk memperbaiki kebijakan 

pengelolaan keuangan yang lebih transparan, akuntabel, dan sesuai dengan prinsip tata 

kelola yang baik (good governance), sehingga dapat meningkatkan kepercayaan publik 

terhadap pemerintah daerah. 

 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

1. Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas 

Tabel 1. Hasill Uji Validitas dan Reliabilitas 

Uji Kriteria Hasil Kesimpulan 

 

Validitas 

Konvergen 

Outer Loading > 0,7 Semua indikator memiliki nilai > 

0,7. 

Valid 

AVE > 0,5 ▪ Akuntabilitas (X1): 0,870 

▪ Transparansi (X2): 0,828  

▪ Kinerja Keuangan (Y): 0,841 

 

Valid 

 

Validitas 

Diskriminan 

HTMT < 0,90 ▪ Akuntabilitas & Kinerja 

Keuangan: 0,060 

▪ Akuntabilitas & Transparansi: 

 

Valid 
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0,039 

 

 

Reliabilitas 

Cronbach's Alpha > 0,6 ▪ Akuntabilitas (X1): 0,924 

▪ Transparansi (X2): 0,931  

▪ Kinerja Keuangan (Y): 0,952 

 

Reliabel 

Composite Reliability 

(rho_c) > 0,6 

▪ Akuntabilitas (X1): 0,953  

▪ Transparansi (X2): 0,951 

▪ Kinerja Keuangan (Y): 0,964 

 

Reliabel 

Sumber: Hasil Analisis Data Kuantitatif Kuesioner, Penelitian 2024 

Hasil uji validitas dan reliabilitas menunjukkan bahwa semua indikator variabel 

dalam penelitian ini, yaitu Akuntabilitas (X1), Transparansi (X2), dan Kinerja Keuangan 

Pemerintah (Y), memenuhi kriteria validitas konvergen dengan nilai outer loading di atas 0,7 

dan nilai AVE di atas 0,5, menandakan bahwa setiap indikator mampu merepresentasikan 

variabelnya dengan baik. Selain itu, validitas diskriminan juga tercapai, terlihat dari nilai 

HTMT yang berada di bawah 0,90, yang mengindikasikan bahwa setiap variabel memiliki 

keunikan dan tidak terjadi tumpang tindih dengan variabel lain. Reliabilitas juga telah 

dipenuhi dengan nilai Cronbach’s Alpha dan Composite Reliability masing-masing di atas 0,6, 

menunjukkan konsistensi internal yang kuat dalam pengukuran. Secara keseluruhan, 

instrumen penelitian ini dapat dianggap valid dan reliabel untuk menganalisis hubungan 

antara akuntabilitas, transparansi, dan kinerja keuangan pemerintah daerah. 

 

2. Hasil Uji Asumsi Klasik 

Tabel 2. Hasil Uji Asumsi Klasik 

Uji Asumsi Klasik Kriteria Hasil Kesimpulan 

Uji Normalitas Skewness: -2,000 

≤ Skewness ≤ 

2,000  

Kurtosis: -7,000 ≤ 

Kurtosis ≤ 7,000 

Skewness: -0,199  

Kurtosis: -0,370 

Data terdistribusi 

normal 

Uji Multikolinearitas VIF < 10 VIF Akuntabilitas: Tidak terdapat 
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4,022  

VIF Transparansi: 

4,022 

gejala 

multikolinearitas 

Uji 

Heteroskedastisitas 

P-value > 0,05 P-value: 0,486 Tidak terdapat 

gejala 

heteroskedastisitas 

     Sumber: Hasil Analisis Data Kuantitatif Kuesioner, Penelitian 2024 

Hasil uji asumsi klasik menunjukkan bahwa model regresi yang digunakan dalam 

penelitian ini telah memenuhi semua persyaratan statistik yang diperlukan untuk analisis 

lebih lanjut. Uji normalitas menunjukkan bahwa data terdistribusi normal dengan nilai 

skewness dan kurtosis berada dalam rentang yang diperbolehkan, sehingga data dapat 

digunakan untuk analisis regresi. Uji multikolinearitas menghasilkan nilai VIF di bawah 10 

untuk variabel Akuntabilitas (X1) dan Transparansi (X2), yang menandakan tidak adanya 

hubungan kolinearitas antar variabel bebas, sehingga interpretasi koefisien regresi dapat 

dilakukan dengan akurat.  

Selain itu, uji heteroskedastisitas dengan metode Breusch-Pagan menunjukkan p-

value lebih besar dari 0,05, yang mengindikasikan bahwa varians residual bersifat homogen 

atau tidak ada gejala heteroskedastisitas dalam model. Secara keseluruhan, model regresi 

ini dapat dinyatakan valid dan layak digunakan untuk menganalisis pengaruh akuntabilitas 

dan transparansi terhadap kinerja keuangan pemerintah. 

 

3. Hasil Uji Hipotesis 

Tabel 3. Hasil Uji Hipotesis 

No Hipotesis t/F 

Hitung 

t/F 

Tabel 

P 

Value 

Kesimpulan 

H1 Akuntabilitas (X1) secara 

parsial berpengaruh 

terhadap Kinerja 

Keuangan (Y). 

4,939 1,988 0,000 Ho ditolak, Ha diterima. 

Akuntabilitas secara parsial 

berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap Kinerja 
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Keuangan Pemerintah Kota 

Manado. 

H2 Transparansi (X2) secara 

parsial berpengaruh 

terhadap Kinerja 

Keuangan (Y). 

7,911 1,988 0,000 Ho ditolak, Ha diterima. 

Transparansi secara parsial 

berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap Kinerja 

Keuangan Pemerintah Kota 

Manado. 

H3 Akuntabilitas (X1) dan 

Transparansi (X2) secara 

simultan berpengaruh 

terhadap Kinerja 

Keuangan (Y). 

311,155 3,10 0,000 Ho ditolak, Ha diterima. 

Akuntabilitas dan Transparansi 

secara simultan berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap 

Kinerja Keuangan. 

Sumber: Hasil Analisis Data Kuantitatif Kuesioner, Penelitian 2024 

Hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa variabel Akuntabilitas (X1) dan Transparansi 

(X2) secara parsial memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Keuangan (Y) 

Pemerintah Kota Manado. Hal ini terlihat dari nilai t hitung Akuntabilitas sebesar 4,939 dan t 

hitung Transparansi sebesar 7,911, yang masing-masing lebih besar dibandingkan nilai t 

tabel sebesar 1,988. Selain itu, nilai p value untuk kedua variabel adalah 0,000, yang lebih 

kecil dari α = 0,05, sehingga mendukung penolakan hipotesis nol (Ho) dan penerimaan 

hipotesis alternatif (Ha). Temuan ini menunjukkan bahwa peningkatan akuntabilitas dan 

transparansi secara individu dapat meningkatkan kinerja keuangan pemerintah daerah 

secara signifikan. 

Secara simultan, variabel Akuntabilitas (X1) dan Transparansi (X2) juga menunjukkan 

pengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Keuangan (Y). Hal ini ditunjukkan oleh nilai 

F hitung sebesar 311,155, yang jauh lebih besar dari F tabel sebesar 3,10, dengan p value 

sebesar 0,000. Hasil ini mengindikasikan bahwa secara bersama-sama, akuntabilitas dan 

transparansi memainkan peran penting dalam meningkatkan kinerja keuangan pemerintah 

daerah. Dengan demikian, model regresi yang digunakan dapat menjelaskan bahwa 
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pengelolaan yang transparan dan akuntabel memberikan kontribusi signifikan terhadap 

pencapaian kinerja keuangan yang lebih baik di Pemerintah Kota Manado. 

 

4. Hasil Uji Regresi Berganda 

Tabel 4. Hasil Uji Regresi Berganda 

Variabel Koefisien 

Regresi (b) 

Standardized 

Coefficients 

Probabilitas  

(P Value) 

Intersep (a) 0,845 - 0,199 

Akuntabilitas (X₁) 0,562 0,562 0,000 

Transparansi (X₂) 0,794 0,794 0,000 

                Sumber: Hasil Analisis Data Kuantitatif Kuesioner, Penelitian 2024 

Hasil uji menunjukkan bahwa baik Akuntabilitas (X₁) maupun Transparansi (X₂) 

memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Keuangan (Y), dengan probabilitas 

(P Value) untuk keduanya berada di bawah 0,05. Transparansi memberikan kontribusi yang 

lebih besar dibandingkan Akuntabilitas berdasarkan nilai koefisien regresi dan standardized 

coefficients. 

 

5. Uji Koefisien Determinasi (R2)  

Tabel 5. Hasil Koefisien Determinasi 

  Nilai 

R-square 0,884 

R-square adjusted 0,881 

Durbin-Watson test 1,519 

                              Sumber: Hasil Analisis Data Kuantitatif Kuesioner, Penelitian 2024 

Pada tabel 5  menunjukan besarnya koefisien determinasi (R2) yaitu 0,881 atau 

88,1%, yang artinya bahwa 88,1% variabel kinerja keuangan dapat dijelaskan oleh variabel 

akuntabilitas dan transparan sedangkan 44,5% sisanya dijelaskan oleh faktor lain yang tidak 

dikaji  dalam penelitian ini.  
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PEMBAHASAN 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa akuntabilitas memiliki pengaruh positif dan 

signifikan terhadap kinerja keuangan Pemerintah Kota Manado. Akuntabilitas, sebagai 

bentuk tanggung jawab dalam pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan, 

memegang peranan penting dalam memastikan pelaksanaan tugas pemerintah yang efektif. 

Semakin baik pelaksanaan akuntabilitas, semakin tinggi pula kinerja keuangan yang 

dihasilkan. Namun, dalam praktiknya, seringkali masih ditemukan kesenjangan antara 

harapan masyarakat dan kualitas pertanggungjawaban yang dilakukan oleh aparat 

pemerintah. Hal ini mengindikasikan bahwa akuntabilitas merupakan faktor kunci yang 

harus terus ditingkatkan untuk mendukung pengelolaan keuangan yang lebih baik. 

Transparansi juga terbukti memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja 

keuangan. Transparansi memungkinkan masyarakat untuk mendapatkan akses informasi 

keuangan yang terbuka, sehingga mereka dapat mengevaluasi kinerja pemerintah secara 

lebih efektif. Dengan adanya transparansi, peluang terjadinya penyimpangan, seperti 

korupsi, dapat diminimalkan karena seluruh proses pengelolaan keuangan terlihat jelas. 

Pemerintah yang transparan menciptakan kepercayaan publik yang lebih tinggi, yang pada 

akhirnya berdampak pada peningkatan kinerja keuangan (Bui et al., 2020; Rantung, 2019). 

Secara simultan, akuntabilitas dan transparansi berkontribusi secara signifikan 

terhadap peningkatan kinerja keuangan. Dalam konsep tata kelola yang baik, kedua variabel 

ini saling melengkapi, di mana akuntabilitas memberikan landasan pertanggungjawaban 

yang jelas, sementara transparansi memastikan bahwa proses tersebut dapat diakses oleh 

masyarakat. Kombinasi ini menciptakan sistem yang lebih efektif dalam memastikan 

pengelolaan keuangan yang bertanggung jawab dan efisien (Al-ahdal et al., 2020; Aluchna et 

al., 2023). 

Kinerja keuangan yang baik menjadi salah satu indikator keberhasilan pelaksanaan 

otonomi daerah. Dalam era desentralisasi, pemerintah daerah dituntut untuk mampu 

mengelola sumber daya keuangannya secara mandiri dan bertanggung jawab. Peningkatan 

akuntabilitas dan transparansi menjadi kunci dalam mencapai tujuan tersebut, karena 

keduanya memastikan bahwa dana publik digunakan secara efisien dan tepat sasaran, 
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sesuai dengan kebutuhan masyarakat (Garcia-Lacalle & Torres, 2021; KANTOHE & Sumual, 

2023). 

Akuntabilitas mencakup tiga aspek utama, yaitu verifiability, responsibility, dan 

answerability, yang semuanya diperlukan untuk memastikan pelaksanaan kebijakan yang 

sesuai prosedur. Sementara itu, transparansi memastikan keseimbangan antara 

keterbukaan informasi dan perlindungan privasi atau kerahasiaan lembaga. Pemerintah 

daerah harus menyiapkan mekanisme yang jelas untuk memastikan bahwa informasi publik 

dapat diakses oleh masyarakat dengan mudah, sehingga pengawasan terhadap pengelolaan 

keuangan dapat dilakukan secara efektif (Dănescu et al., 2021; Li et al., 2019; Liu et al., 

2017). 

Penelitian ini mempertegas pentingnya penguatan akuntabilitas dan transparansi 

dalam pengelolaan keuangan daerah. Pemerintah Kota Manado dapat meningkatkan kinerja 

keuangannya dengan menerapkan prinsip-prinsip tata kelola yang baik. Hasil ini sejalan 

dengan teori bahwa kombinasi antara akuntabilitas dan transparansi tidak hanya 

menciptakan kepercayaan publik, tetapi juga mendorong efisiensi dan efektivitas dalam 

pengelolaan keuangan daerah. Semakin tinggi penerapan kedua prinsip ini, semakin baik 

pula hasil yang dicapai dalam mendukung kesejahteraan masyarakat. 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Mengacu pada rumusan masalah penelitian,  hasil penelitian dapat disimpulkan                

bahwa : 

1. Akuntabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan 

pemerintah kota manado. Hal ini dapat ditunjukkan dengan dengan persamaan 

regresi Ŷ = 0,845 + 0,562 X₁, maka hipotesis H1 diterima dan H0 ditolak. Dari hasil 

tersebut, berarti semakin tinggi variabel akuntabilitas, maka semakin tinggi juga 

kinerja keuangan. 

2. Transparansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan 

pemerintah kota manado. Hal ini dapat ditunjukkan dengan persamaan regresi                   

Ŷ = 0,845 + 0,794 X2, maka hipotesis H1 diterima dan H0 ditolak. Dari hasil tersebut, 
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berarti semakin tinggi variabel transparansi, maka semakin tinggi juga kinerja 

keuangan.  

3. Akuntabilitas dan transparansi secara bersama-sama (simultan) berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah kota manado. Hal ini 

ditunjukkan dengan persamaan regresi Ŷ = 0,845 + 0,562 X₁ + 0,794 X2, maka 

hipotesis H1 diterima dan H0 ditolak. Dari hasil tersebut, berarti semakin tinggi 

variabel akuntabilitas dan transparansi maka semakin tinggi juga kinerja keuangan.  

Terdapat beberapa saran yang dapat diusulkan oleh peneliti berkenaan dengan hasil 

penelitian, antara lain: 

1. Peningkatan Akuntabilitas dan Transparansi 

Pemerintah Kota Manado disarankan untuk terus mempertahankan dan meningkatkan 

akuntabilitas serta transparansi dalam pengelolaan keuangan, khususnya dalam 

penyelenggaraan APBD di tingkat perangkat daerah. Hal ini dapat dilakukan dengan 

memperkuat mekanisme pertanggungjawaban, meningkatkan aksesibilitas informasi 

publik, serta menyediakan platform yang memungkinkan masyarakat untuk memberikan 

masukan dan melakukan pengawasan secara efektif. 

2. Penguatan Kapasitas SDM 

Disarankan kepada Pemerintah Kota Manado untuk terus meningkatkan kapasitas 

sumber daya manusia yang terlibat dalam pengelolaan keuangan daerah. Upaya ini 

dapat berupa pelatihan rutin, pendampingan teknis, dan penerapan teknologi informasi 

untuk memastikan bahwa setiap pegawai memiliki kompetensi yang memadai dalam 

menjalankan tugasnya, khususnya dalam hal akuntabilitas dan transparansi. 

3. Pengembangan Sistem dan Teknologi Informasi 

Pemerintah Kota Manado perlu mengembangkan sistem teknologi informasi yang lebih 

terpadu untuk mendukung transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan. 

Sistem ini harus mampu menyediakan data keuangan yang real-time, mudah diakses, 

dan terintegrasi dengan perangkat daerah, sehingga memudahkan proses pelaporan dan 

pengawasan baik oleh internal pemerintah maupun masyarakat. 

4. Penelitian Selanjutnya 

Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk menjadikan hasil penelitian ini sebagai 
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referensi dan mengembangkan penelitian serupa dengan menambahkan variabel lain 

yang relevan, seperti responsivitas, partisipasi masyarakat, atau penggunaan teknologi 

dalam pengelolaan keuangan daerah. Selain itu, melakukan penelitian dengan metode 

yang berbeda, seperti pendekatan kualitatif atau mixed methods, dapat memberikan 

pemahaman yang lebih komprehensif mengenai faktor-faktor yang memengaruhi kinerja 

keuangan pemerintah daerah. 
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